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PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
f.‘ BUPATI BANGKA SELATAN,
N

Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil penilaian/appraisal PT. Ramu Prima

Persada Palembang terhadap Kajian Besar Tunjangan
Transportasi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor
45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

(&)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

Dipindai dengan CamScanner



= L

Lia sk,

Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6398 );

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan =~ Kemampuan  Keuangan  Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN.
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Pasal |
Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 45

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten
Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun

2017 Nomor 45) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan kendaraan dinas
jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud diberikan
tunjangan transportasi.

(2) Setiap Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 23.900.00,- (dua puluh tiga juta sembilan
ratus ribu rupiah);

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 22.650.000 (dua puluh dua juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan

c. Anggota sebesar Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta

sembilan ratus ribu rupiah). i
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal % Januari 2022

BUPATI BANGKA SELATAN,

RI2.A"HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal % Januari 2022

Pj. SEKRETARISDAILRAH
KABUPATEAN BANYGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR [
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